BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 39/Pid.Sus-
Anak/2025/PN Bgl, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diversi telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak. Upaya diversi telah dilaksanakan pada tahap
pemeriksaan perkara, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan karena
adanya keberatan dari Penuntut Umum sehingga perkara tetap dilanjutkan ke
proses persidangan. Berdasarkan analisis menggunakan Teori George C.
Edward I11, kegagalan diversi dalam perkara tersebut lebih dipengaruhi oleh
faktor komunikasi dan disposisi para pihak dibandingkan faktor sumber daya
dan struktur birokrasi. Dengan demikian, secara normatif pelaksanaan diversi
telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, namun secara substansial
tujuan diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif, perdamaian, dan
perlindungan terhadap anak belum tercapai secara optimal.

Ditinjau dari perspektif fikih siyasah, pelaksanaan diversi merupakan
bentuk kebijakan hukum yang sejalan dengan prinsip Siyasah Qadhaiyyah,
yaitu kebijakan peradilan yang bertujuan mewujudkan keadilan dan
kemaslahatan masyarakat. Diversi juga memiliki kesesuaian dengan konsep

fikih jinayah, maslahah, ishlah, dan magashid syariah karena mengedepankan
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pembinaan, perdamaian, serta perlindungan terhadap masa depan anak. Akan
tetapi, kegagalan diversi dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN
Bgl menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan dan perdamaian yang menjadi
inti konsep ishlah belum dapat diwujudkan secara maksimal. Oleh karena itu,
penyelesaian perkara anak melalui diversi pada dasarnya lebih mencerminkan
nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan anak sebagaimana
diajarkan dalam fikih siyasah dibandingkan penyelesaian melalui proses

peradilan pidana formal.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar aparat
penegak hukum yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,
kKhususnya penyidik, penuntut umum, hakim, dan pembimbing
kemasyarakatan, lebih mengoptimalkan pelaksanaan diversi melalui
peningkatan komunikasi, koordinasi, dan kesamaan pemahaman mengenai
tujuan diversi serta prinsip keadilan restoratif. Diversi hendaknya tidak hanya
dipandang sebagai kewajiban prosedural yang harus dilaksanakan sebelum
persidangan, tetapi sebagai instrumen utama dalam memberikan perlindungan
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu
meningkatkan sosialisasi serta pendidikan hukum kepada masyarakat
mengenai pentingnya diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak.
Pemahaman yang baik dari masyarakat, korban, maupun keluarga korban

mengenai tujuan diversi diharapkan dapat mendorong terciptanya
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penyelesaian yang lebih mengedepankan perdamaian, kemaslahatan, dan
kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, pelaksanaan diversi pada
masa yang akan datang dapat berjalan lebih efektif serta mampu mewujudkan
tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang diamanatkan oleh

peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai hukum Islam.
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